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ABSTRAK 

 

 
Agesta Aprilia /222016244/2021/Pengaruh Good Government Governance dan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota 

Palembang. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah 

pengaruh Good Government Governance dan sistem pengendalian intern terhadap 

Kinerja Pemerintah Kota Palembang, dengan Tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui besarnya pengaruh Good Government Governance dan sistem 

pengendalian intern terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini 

termasuk penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 81 

orang pegawai di Kantor Pemerintah Kota Palembang. Data yang digunakan 

adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Tehnik 

analisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik 

inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien 

determinasi dan dilanjutkan dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Teknik 

analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh Software Statistical Program For 

Special Science (SPSS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Good Government 

Governance dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah Kota Palembang 

Kata Kunci: Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern dan 

Kinerja Pemerintah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan 

yang semakin ketat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Di era 

demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dalam 

mengontrol kebijakan pemerintah.Namun kebebasan yang diberikan merupakan 

salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat 

bekerja dengan semestinya.Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai 

tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya, serta 

berkomitmen yang tinggi guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang berbangsa 

bernegara, sebagai yang di amanatkan dalam pembukaan undang-undang 1945. 

Kinerja berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh good government 

governance karena sebagai mekanisme pengendalian yang efektif menyelaraskan 

kepentingan kinerja daerah.Serta memberikan perlindugan kepada 

pemerintah.Ada dua prinsip utama dalam GGG.Pertama kejelasan hak untuk 

memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Iktikat pemerintah 

untuk melakukan pengungkapan (Cahyani: 2009). 

Menurut Romney dan John Steinbart (2017: 198) kinerja berhasil atau 

tidaknya akan dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah untuk 

mencapai tujuan seperti perlindungan aset, menyimpan catatan secara terperinci, 

memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, menyiapkan laporan 
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keuangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, meningkatkan efisiensi 

operasional, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan 

dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Hamdani (2016: 19) good government governance (GGG) turut 

membantu terciptanya hubungan yang kondusif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, 

direksi, dan pemegang saham).Hal tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban 

manajemen kepada dewan komisaris kepada pemegang saham. 

Good government governance adalah seperangkat sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku 

kepentingan (stakeholder). GGG memacu terbentuknya pola manajemen yang 

propesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum good 

government governance Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh KNKG 

menyebut 5 asas GGG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Cahyani: 2009). 

Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, 

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi, dan dipatuhunya kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian 

intern tersebut menekankan tujuan nya yang hendak dicapai dan bukan pada 

unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian pengendalian 

intern merupkan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, beserta 
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mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh 

harta kekayaa organisasi dari berbagai arah, Mardi (2016: 59). 

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis suatu organisasi (Chabib, 2013:3). 

Menurut Rachmat (2010: 316) kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk 

penilaian asas manfaat, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan dalam 

organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah 

selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas 

organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. 

Kegagalan implementasi tata kelola perusahaaan semakin memburuk, 

kondisi ekonomi Indonesia.Kegagalan penerapan tata kelola menjadi salah satu 

pemicu krisis keuangan dalam 10 tahun terakhir, perusahaan global pernah 

didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya penerapan tata 

kelola.Betapa pentingnya penerapan tata kelola secara baik dan berkelanjutan. 

Pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, 

keseimbangan kerangka kerja, serta pemahaman menyeluruh dari manajemen 

perusahaan (Muliaman, 2014). 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) menunjukkan 

bahwa Hasil analisis hipotesis menunjukkan baik, good government governance, 

berpengaruh negatif dan pengendalian intern berpengarh positif dan signifikan 

pada kinerja pemerintah di kabupaten pelalawan. 
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Febriana dan Aristanti (2017) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari good 

government governance terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan proksi PDRB 

per kapita, terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance 

terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari good government governance terhadap 

kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah  

daerah dengan proksi PDRB per kapita, tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi tingkat 

kemiskinan, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap 

kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio-rasio kemandirian. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur  (2018)  Hasil penelitian 

ini menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi 

manajemen daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. 

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2017 

memperoleh hasil sangat tidak memuaskan.Rendahnya nilai kematangan maturitas 

ini disebabkan tidak terdokumentasikannya setiap kegiatan.Tidak adanya 

dokumentasi menjadi masalah tersendiri ketika melakukan kegiatan pemeriksaan 

kesatuan perangkat kerja daerah (SKPD).Buruknya penilaian yang diperoleh ini 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan waktu 

sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan (Siti, 2017). 
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Kinerja Pemkot Palembang dianggap tidak maksimal, dalam rapat 

paripurna yang membahas laporan komisi-komisi terkait rancangan peraturan 

daerah (raperda), mengatakan saat ini masih ada program Organisasi Perangkat 

Daerah(OPD) yang tidak maksimal, contohnya dinas komunikasi dan informasi 

(kominfo) Palembang, sampai sekarang. Program smart city belum berjalan, 

padahal rancangan ini sudah ada sejak lama dan sudah masuk dalam anggaran 

(Fauzi, 2017). 

Pemerintah kota Palembang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 

2017. Sesuai peraturan, laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun angaran berakhir. Lambatnya 

penyerahan laporan keuangan ini disebabkan karena masih ada empat Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan laporan keuangan tersebut 

adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, 

Dan Kawasan Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) Dan Dinas 

Kesehatan (Dinkes) (Harobin, 2018). 

Tabel 1.1 

Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 s.d 2019 

Sekretariat Kota Palembang 

Entitas Opin
i 

201
5 

2016 201
7 

2018 201
9 

Sekretariat Kota 

Palembang 

WTP WTP-
DPP 

WTP WTP WT
P 

Sumber, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK: 2020 

 

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

untuk wilayah sekretariat Kota Palembang 2015s.d 2019 mendapatkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) opini yang diberikan oleh BPK terhadap 
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laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang telah dipandang 

memuaskan, namun dari hasil tersebut dapat dilihat target pencapaian  kinerja 

Kota Palembang masih tergolong rendah sehingga wajar apabila mendapatkan 

opini WTP dari BPK. Target tersebut dapat dilihat dari tabel Realisasi pencapaian 

Kinerja pada Tabel I.2 sebagai berikut: 

Tabel I.2 

Realisasi Kinerja Sekretariat kota Palembang 

Tahun 2015 s.d 2019 

 
 

No 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
Realisasi 

2015 

 
Realisasi 

2016 

 
Realisasi 

2017 

 
Realisasi 

2018 

 
Realisasi 

2019 

 
 

1 

 

Nilai Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

(EKPPD) 

 
 

- 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

2 

 
Nilai Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (AKIP) 

 
 

57,18 

 
 

60,09 

 
 

61,73 

 
 

63,55 

 
 

64,53 

Sumber : Sumber :LAKIP Kota Palembang, 2019 

 

Dari Tabel I.2 dapat dilihat bahwa walaupun nilai Akuntabilitas 

Pemerintah Kota Palembang selalu mendapatkan opini WTP  dari BPK akan  

tetapi Pemerintah Kota Palembang merasa peningkatan nilai tersebut masih 

kurang signifikan dan masih jauh dari ekspektasi karena masih jauh dari 

pencapaian 100, sehingga Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Palembang beserta 

seluruh jajarannya melakukan pembelajaran secara langsung ke Kementrian 

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik   

Indonesia mengenai tatacara menentukan Indikator Kinerja sasaran beserta 

targetnya, dimana hasil dari pembelajaran tersebut seluruh SKPD harus 

menghapus Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan output kegiatan dan 
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diganti atau digabungkan menjadi indikator kinerja outcome yang 

menggambarkan cangkupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi 

SKPD. Hasil pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari gamabr grafik berikut: 

 

 
Gambar I.1 

Hasil Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Palembang 

 

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang tahun 2019, 

pencapaian kinerja pemerintah Kota Palembang masih belum termasuk kategori 

sangat baik, walau pencapaian realisasi target mencapai 100% akan tetapi 

indikator yang ditargetkan hanya mampu kategori B, seperti meningkatkan kinerja 

dan akuntabilitas pemerintah daerah di targetkan B  dan  menigkatnya 

transparansi, efektivitas serta efisiensi hanya mampu menargetkan nilai 

pencapaian B. Artinya bahwa masih ada kelemahan dari kinerja pemerintah  

daerah yang harus di perbaiki pada pemerintahan Kota Palembang.Disisi lain pada 

skor evaluasi SAKIP pemkot kota palembang berdasarkan hasil evaluasi 

Kementerian PAN dan RB atas dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah kota 

palembang tahun 2015-2019 menetapkan bahwa Pemkot Kota Palembang 

mendapatkan predikat B dengan nilai 61,73%, predikatnya sama dengan tahun 
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sebelumnya hanya nilainya naik sebesar 0,95% dari nilai sebelumnya sebesar 

60,78 (korankito.com). 

Selain kelemahan dan kekurangan pada pencapaian kinerja pemerintah 

Kota Palembang dari hasil Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang tahun 

2019 juga dapat dilihat masih belum sempurnanya pencapaian Good Government 

Governance Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang terhadap 

sasaran strategis II dalam upaya meningkatkan transparansi, efektifitas dan 

efisiensi birokrasi dapat dilihat dari indeks birokrasi reformasi berikut: 

Tabel I.3 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Tahun 2019 

NO MISI NO 
SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM 

CAPAIAN 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mewujud 

kan Tata 

Kelola 

Pemerintah 
an Yang 

Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meningkatny 

a Kapasitas 

dan  

Profesionalisme 

Aparat 
Pemerintah 

Daerah 

 

 

 

 

Nilai Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

(EKPPD 

Program Penataan, 

Penguasaan, 

Pemilikan, 

Penggunaaan, dan 
Pemanfaatan Tanah 

 

 
98,37 

Program Penataan 
Daerah Otonomi Baru 

 
99,01 

Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 

Pemerintah Daerah 

 

81,25 

 

 

 

Nilai Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(AKIP) 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

 

 
91,26 

Program Koordinasi, 
Fasilitasi, Konsultasi, dan 
Supervisi Pembangunan 

Daerah 

 

 
91,43 

  

 

 

 

 
Meningkatka 

n       
Pengelolaa 
n Sumber 

Daya 
Aparatur, 

    

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 
 

96,22 

 
Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

 

 
91,71 
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2 

Keuangan, 
Sarana dan 
Prasarana 

dalam 
Menata 
Sistem 

Penyelengara 
an    

Pemerintah 
Untuk 

Memberika 
n Pelayan 

Prima 
Kepada 

Masyarakat 

 
1 

Meningkatny 
a       

Transparansi 
, Efektifitas, 
dan Efisiensi 
Birokrasi 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

 

Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

 
 

98,87 

 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

 
 

91,88 

Program Penataan 
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 

 
 

98,44 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

Meningkat 
kan 

Efektivitas 
Penyelengg 
ara- an 

Tugas dan 
Fungsi 

Perangkat 
Daerah 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

Meningkatny 
a Kualitas 
Pelayanan 

Publik 

 
 
 
 

Jumlah Inovasi 
Pelayanan Publik 

 
Program Peningkatan 
Kegiatan Keagamaan 

 

86,15 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

 
 

94,85 

 
 

Persentase Survei 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 
Program 

Mengintensifkan 
Penaganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

 
 

99,97 

Sumber :LAKIP Kota Palembang, 2019 
 

Berdasarkan capaian realisasi sasaran strategis di dalam membangun good 

government governance di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian dalam 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Meningkatkan Pengelolaan 

Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana dalam Menata Sistem 

Penyelengaraan Pemerintah Untuk Memberikan Pelayan Prima Kepada 

Masyarakat dan Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah dari kesemua indikator tersebut masih belum terealisasi 100%, 

sehingga masih terdapat beberapa kelemahan good government governance yang 

harus di tingkatkan lagi. 

Permasalahan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) menurut 

PEMDA Kota Palembang atas hasil Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) 
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tahun 2019 setidaknya terdapat 15 permasalahan SPI Kota Palembang, 

diantaranya pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terdapat 2 

permasalahan,  Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terdapat 

1 permasalahan, Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan 

belanja terdapat 1 permasalahan, Perencanaan kegiatan tidak memadai terdapat 2 

permasalahan, Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi 

penerimaan terdapat 1 permasalahan, Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/ 

daerah tidak sesuai dengan ketentuan terdapat 1 permasalahan, Pelaksanaan 

kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terdapat 2 permasalahan, Standard 

Operating Procedure (SOP) belum disusun/tidak lengkap terdapat 3 

permasalahan,Standard Operating Procedure(SOP) belum berjalan optimal 

terdapat 1 permasalahan dan Satuan Pengawas Intern tidak optimal terdapat 1 

permasalahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeingian untuk meneliti 

lebih lanjut tentang “Pengaruh Good Government Governance dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palembang”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja 

Pemerintah? 
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2. Bagaimanakah Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap 

Kinerja Pemerintah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: 

 

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh Good Government Governance Terhadap 

Kinerja Pemerintah? 

2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terhadap Kinerja Pemerintah? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

 
1. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan kemampuan berpikir 

mengenai penerapan teori yang telah didapat dari perkuliahan yang telah 

diterima dan dipraktekkan kedalam penelitian yang sebenarnya. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

 

Memberikan sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan 

kebijakan kinerja pemerintah. 

3. Bagi Almamater 

 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi bagian kajian 

mahasiswa dosen untuk penulisan berikutnya 
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